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This research aimed to describe and analyze the implementation of the main tasks and functions 
of BAPERJAKAT in appointing and placing a civil servent at a structural function within the local 
Government of Makassar city and to analyze the factors which affected their obove roles. The 
research method used was descriptive–qualitative with a direct observation, in-depth inter-
views, and documentation studies. The process of data analysis consisted of the data collection, 
data reduction, data presentation, and conclusion. The research results indicated that the tasks 
and function of BAPERJAKAT, which covered the inventory of the function opportunities, the 
provision of the consideration based on the profesional principles, the provision of the objective 
consideration, which was in effect in the administrative levels in the process the function promo-
tion carried out by the Government of Makassar city. And the factors affecting the roles of 
BAPERJAKAT were the presence of the tendency to stunt the roles of BAPERJAKAT, the presence 
of the structure and human resource, which supported the member of BAPERJAKAT, as well as 
the limitation and degredation of the political interests and the sosial aspect, which created the 
spaces for BAPERJAKAT to attend to the potentials of the civil servants outside the domain of 
Makassar city Government who could compete and be elected. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi BAPERJAKAT dalam rangka pengangkatan dan penempatan pegawai pada jabatan 
struktural Pemerintahan Kota Makassar dan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi peran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskiriptif-kualitatif 
dengan melakukan observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Proses 
analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesim-
pulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas dan fungsi BAPERJAKAT yang meliputi inven-
tarisasi lowongan jabatan, pemberian pertimbangan berdasarkan prinsip profesionalisme dan 
pemberian pertimbangan yang obyektif berjalan pada tataran administratif dalam proses pro-
mosi jabatan yang dilakukan pemerintah Kota Makassar, sementara faktor pendukung yang 
mempengaruhi peran BAPERJAKAT menunjukkan adanya struktur dan SDM yang mendukung 
dalam keanggotaan BAPERJAKAT serta keberadaan berbagai komponen dalam sistem promosi 
jabatan yang memberikan dorongan kuat untuk membatasi dan mendegradasi kepentingan 
politik, serta aspek sosial menciptakan ruang bagi BAPERJAKAT untuk memperhatikan potensi 
pegawai di luar wilayah Kota Makassar sehingga dapat bersaing dan terpilih. Adapun faktor 
penghambat terdapat dalam aspek tujuan, yakni adanya pengerdilan peran BAPERJAKAT 
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Salah satu cara memperoleh PNS berkuali-
tas untuk duduk dalam jabatan struktural 
adalah melalui promosi jabatan. Promosi ja-
batan merupakan bentuk penentuan posisi 
seseorang untuk menempati suatu jabatan 
dalam organisasi, sehingga dengan penun-
jukan yang tepat maka akan menghasilkan 
pegawai yang mampu melaksanakan tugas, 
wewenang serta tanggung jawab yang akan 
diembannya. Objektivitas merupakan hal 
yang mutlak dengan mendasarkan kepada 
kriteria yang ditentukan dan dengan 
mekanisme penentuan yang jelas. Asas-asas 
harus ditanamkan sebagai dasar pemilihan, 
berupa kepercayaan, keadilan, dan formasi. 
Selain itu, dasar-dasar dalam pelaksanaannya 
harus berdasarkan pengalaman, kecakapan, 
serta kombinasi pengalaman dan kecakapan 
(Sikula, 2010). Menurut Siagian (2010), pro-
mosi adalah apabila seorang pegawai dipin-
dahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain 
yang tanggung jawabnya lebih besar, ting-
katannya dalam hirarki jabatan lebih tinggi 
dan penghasilannya pun lebih besar pula 
kemudian Fathoni (2006), mengartikan pro-
mosi jabatan adalah perkembangan yang pos-
itif dari seorang pekerja atau pegawai karena 
tugasnya dinilai baik oleh pejabat yang ber-
wenang. Oleh karena itu, pemberian 
tanggung jawab dan kewenangan yang lebih 
tinggi patut diberikan kepada mereka yang 
berprestasi. 
Dalam manajemen SDM, yang dimaksud-
kan dengan promosi merupakan perubahan 
pekerjaan atau status atau jabatan karya-
wan/pegawai dari tingkat yang lebih rendah 
ke tingkat yang lebih tinggi. Perubahan terse-
but biasanya diikuti dengan perubahan 
tanggung jawab, wewenang, kompensasi, 
status sosial, dan fasilitas yang didapat pega-
wai tersebut. Promosi merupakan idaman 
pegawai, karena melalui promosi ini akan 
membawa pengaruh/motivasi dan pening-
katan kemampuan yang bersangkutan untuk 
menduduki jabatan yang lebih tinggi (Kada-
risman, 2012). Promosi juga memiliki tujuan 
yang pada intinya memberikan wewenang 
dan secara umum ada kenaikan pendapatan 
yang dimiliki oleh seorang pejabat. Hasibuan 
mengatakan bahwa promosi diantaranya ber-
tujuan untuk: memberikan pengakuan jaba-
tan, dan imbalan jasa yang semakin besar 
kepada pegawai yang berprestasi tinggi. 
Pelaksanaan promosi jabatan merupakan sa-
lah satu bagian dari program penempatan 
yang dilaksanakan oleh instansi/organisasi. 
Penempatan pegawai dilakukan dengan 
membuat penyesuaian terhadap kebutuhan 
instansi atau organisasi yang berhubungan 
dengan perencanaan untuk memperoleh 
orang yang tepat pada posisi yang tepat (right 
man on the right place) (Hasibuan, 2009). 
Studi tentang promosi jabatan telah dila-
kukan sebelumnya, diantaranya penelitian 
Michael (2011), Studi Tentang Promosi Dan 
Mutasi Jabatan Struktural Pegawai Negeri 
Sipil Di Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini 
bertujuan untuk menjelaskan dan menggam-
barkan bagaimana pelaksanaan promosi dan 
mutasi jabatan struktural Pegawai Negeri 
Sipil di Kabupaten Kutai Barat pada tahun 
2011 serta untuk mengetahui faktor pen-
dukung dan faktor penghambat terutama 
terdapat ketidaksesuaian kompetensi apara-
tur serta promosi dan mutasi yang tidak 
sesuai dengan jabatan dan pangkat/ golong-
an. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Ba-
dan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai 
Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan 
penelitian kepustakaan, observasi, dan wa-
wancara mendalam. Narasumber berasal dari 
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabu-
paten Kutai Barat, Kasubbid Pengembangan 
Karir, Kabid Diklat Aparatur, dan pegawai 
yang mengalami promosi dan mutasi. Data-
data yang dikumpulkan dibandingkan dan di-
analisis dengan analisis kualitatif. 
Selanjutnya penelitian Mangopo (2014), 
yakni Pelaksanaan Promosi Pegawai Negeri 
Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Tana 
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Toraja.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pelaksanaan promosi di Dinas 
Pendidikan Kabupaten Tana Toraja. Metode 
penelitian yang digunakan adalah pendeka-
tan kualitatif dengan pendekatan deskriptif 
yang akan menggambarkan secara umum 
tentang masalah-masalah yang diteliti, yaitu 
tentang pelaksanaan promosi pegawai di Di-
nas Kabupaten Tana Toraja. Hasil penelitian 
disimpulkan secara umum, pelaksanaan pro-
mosi di Dinas Pendidikan Kabupaten Tana 
Toraja kurang sesuai dengan syarat-syarat 
yaitu pendidikan, pengalaman dan prestasi 
kerja. Berdasarkan hasil wawancara yang di-
lakukan, para pegawai menginginkan promosi 
jabatan yang dilakukan hendaknya subjektif, 
tetapi fakta yang diperoleh di lapangan hal ini 
tidak sesuai dengan syarat-syarat yang 
ditetapkan yang dapat diambil dalam 
pelaksanaan promosi di Dinas Pendidikan Ka-
bupaten Tana Toraja yaitu pemenuhan syarat 
syarat promosi secara umum telah dilaksana-
kan baik ditinjau dari syarat. Hal ini terlihat 
dalam hal kualifikasi pendidikan. Terkadang 
disiplin ilmu pegawai yang akan dipromosikan 
tidak sesuai jabatan yang lowong. Artinya, 
dalam pelaksanaan promosi pegawai tidak 
sesuai prosedur yang ditetapkan. Dengan 
demikian pelaksanaan promosi di Dinas Pen-
didikan Kabupaten Tana Toraja perlu adanya 
peningkatan terhadap penilaian yang obyektif 
dalam promosi yang sesuai dengan aturan 
yang ada dan penempatan jabatan dilakukan 
sesuai dengan tingkat dan spesifikasi pen-
didikan yang dimiliki oleh pegawai yang akan 
dipromosikan. 
Menarik untuk mengakaji promosi jabatan 
yang dilakukan di Pemerintah kota Makassar 
melalui prespektif yang berbeda yakni peran 
BAPERJAKAT sebagai badan yang bertujuan 
memberikan pertimbangan dan masukan 
sesuai kedudukan dan tugas pokok dan fungsi 
yang dijelaskan dalam Peraturan Walikota 
Makassar Nomor 76 Tahun 2014 tentang 
BAPERJAKAT kota Makassar merupakan 
sesuatu yang perlu diuraikan secara men-
dalam dalam penelitian ini beserta faktor-
faktor yang mempengaruhi peran BAPERJA-





Penelitian ini dilakukan di SKPD 
Pemerintah Kota Makasar yang terkait 
dengan BAPERJAKAT diantaranya di Kantor 
Walikota Kota Makassar, Badan Kepegawaian 
Daerah (BKD), dan Badan Diklat. Pendekatan 
penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yang 
banyak menggambarkan tentang pekasanaan 
tugas dan fungsi BAPERJAKAT dalam promosi 
jabatan dan faktor-faktor yang berpengaruh 
dalam peran BAPERJAKAT tersebut. 
Informan penelitian terdiri atas pejabat 
dan pegawai di jajaran Pemerintah Kota Ma-
kassar terutama yang termasuk kedalam 
keanggotaan BAPERJAKAT serta Pejabat 
Pembina Kepegawaian. Teknik penentuan 
informan dilakukan secara purposive sam-
pling dan snowball sampling yaitu dengan 
melihat kesesuaian antara calon informan 
dengan informasi yang dibutuhkan. Artinya, 
informan yang akan dipilih adalah mereka 
yang betul-betul memiliki kompetensi ten-
tang peran BAPERJAKAT dalam promosi jaba-
tan struktural kota Makassar, disamping itu 
jika informasi dinggap masih kurang maka 
dapat dilakukan penelitian dengan informan 
lain yang dianggap relevan dengan penelitian 
ini. 
Teknik pengumpulan data yang di-
pergunakan dalam penelitian ini yaitu: obser-
vasi, yaitu melakukan pengamatan langsung 
di lapangan sesuai dengan obyek yang diteliti, 
in depth interview, yaitu wawancara men-
dalam kepada informan menggunakan alat 
penelitian verbal (voice recording) dan pe-
doman wawancara; Dokumentasi, yaitu 
kajian literatur/kepustakaan, dokumen, dan 
sumber tertulis lainnya yang ada kaitannya 
dengan kebutuhan data dan informasi dalam 
penelitian ini (Sugiyono, 2011). 
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Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model Miles dkk., dimana data 
yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, 
yakni analisis data dilakukan secara interaktif 
dan berlangsung secara terus menerus sam-
pai tuntas. Rangkaian prosesnya mencakup 
reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 
data (Sugiyono, 2011). Rangkaian inilah yang 
digunakan dalam memaparkan hasil 
penelitian tentang peran BAPERJAKAT dalam 
promosi jabatan pada pemerintahan Kota 
Makassar. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Inventarisasi Lowongan Jabatan 
 
Berdasarkan hasil wawancara menunjuk-
kan bahwa tugas dan fungsi BAPERJAKAT da-
lam promosi jabatan pada pemerintahan Ko-
ta Makassar diantaranya melakukan inven-
tarisasi dan pemetaan potensi sumber daya 
ASN dengan menyusun DUK (Daftar Urutan 
Kepangkatan). Selain itu BAPERKAJAT juga 
menyiapkan data tentang rekam jejak ASN 
yang selanjutnya data-data atau dokumen 
tersebut diberikan kepada Walikota selaku 
pejabat Pembina kepegawaian. Berdasarkan 
hasil wawancara menunjukkan bahwa posisi 
BKD sebagai sekretariat BAPERJAKAT mem-
persiapkan dokumen-dokumen yang dibu-
tuhkan oleh BAPERJAKAT yakni berupa usulan 
dari SKPD yang memiliki jabatan lowong, 
kemudian usulan tersebut dirapatkan. Jika 
tidak ada usulan dari SKPD maka kewajiban 
BKD mencarikan Pejabat yang sesuai dengan 
jabatan yang akan diisi, hal itulah yang men-
jadi bahan rapat di BAPERJAKAT untuk 
memetakan potensi-potensi pegawai yang 
ada di lingkup Pemerintah Kota Makassar. 
Selanjutnya proses promosi jabatan/lelang 
dilakukan pemerintah kota Makassar berada 
pada dilema antara penerapan undang-un-
dang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara yang belum memiliki Peraturan 
Pemerintah dengan Penafsiran Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur No. 13 Ta-
hun 2014 tentang Tata cara pengisian jabatan 
terbuka, yang diatur hanya khusus untuk 
Eselon II sehingga yang dilakukan pemerintah 
kota Makassar dalam hal ini Walikota 
mengambil langkah inovasi dengan 
mengkombinasikan lelang jabatan dengan 
proses yang dilakukan BAPERJAKAT yakni 
memeriksa persyaratan administratif dalam 
proses promosi/lelang jabatan. 
Berdasarkan hasil wawancara menunjuk-
kan bahwa promosi jabatan dilakukan 
sekaligus tanpa harus melihat jabatan yang 
lowong dengan alasan mekanisme yang dila-
kukan juga sama yakni dibentuknya Tim Se-
leksi sehingga dapat dikatakan sebagai se-
buah kebijakan yang diambil oleh pejabat 
Pembina kepegawaian untuk mengefesien-
kan mekanisme promosi jabatan yang dilaku-
kan. BAPERJAKAT melakukan inventarisasi 
jabatan yang lowong berdasarkan kebutuhan 
SKPD. Namun, hasil inventarisasi BAPERJAKAT 
tersebut tereduksi dengan adanya meka-
nisme promosi/lelang jabatan yang melibat-
kan hampir seluruh SKPD dalam artian tidak 
terfokus pada hasil inventarisasi jabatan 
lowong yang dilakukan BAPERJAKAT sehingga 
terjadi perbedaan antara jumlah hasil inveta-
risasi jabatan lowong oleh BAPERJAKAT 
dengan jumlah hasil seleksi Promosi jabatan 
yang telah dilakukan. 
 
Memberikan Pertimbangan Berdasarkan 
Prinsip Profesionalisme 
 
Berdasarkan hasil wawancara menunjuk-
kan batasan tugas dan fungsi BAPERJAKAT 
berada pada pemberian usulan atau bahan 
pertimbangan kepada Pejabat Pembina 
Kepegawaian. Masukan yang diterima BAPER-
JAKAT dari Badan Diklat Makassar berkaitan 
dengan jenjang pendidikan struktural calon 
pejabat yang merupakan potensi sumber 
daya pemerintah kota yang berpeluang 
menduduki suatu jabatan. Hal ini menjadi 
ukuran atau salah satu syarat pengangkatan 
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pegawai kemudian jenjang kepangkatan juga 
menjadi syarat yang harus terpenuhi, data-
data atau dokumen kepangkatan pegawai 
diakomodir oleh BKD dan juga berkoordinasi 
dengan BKD dari luar Makassar bagi calon 
pejabat dari luar Makassar yang memenuhi 
kompetensi. Dari hasil penelusuran data dan 
dokumen ditemukan ketidaksesuaian dengan 
peraturan pemerintah Nomor 100 Tahun 
2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2002 tentang perubahan peraturan 
tersebut. Pada Eselon II terdapat pejabat 
yang pangkat dan golongan terendahnya tid-
ak memenuhi syarat untuk Eselon II. Hal ini 
lebih banyak dipengaruhi oleh hasil seleksi 
(Tim Pewawancara) dan keputusan Walikota 
sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Akan 
tetapi kondisi ini tidak berlaku untuk pejabat 
Eselon III dan IV yang semua pejabat dalam 
eselon tersebut memenuhi persyaratan da-
lam hal pangkat dan golongan yang dimiliki 
hal ini merujuk pada seleksi eselon III dan IV 
yang diberikan kepada BAPERJAKAT (walau-
pun tetap melalui proses assessment) dan 
keputusan akhir atau penilaian akhir ada di 
tangan Walikota. Hasil penelusuran dokumen 
juga menunjukkan bahwa jenjang pendidikan 
untuk Eselon III dan IV telah terpenuhi jika 
dilihat dari Diklat yang diikuti. 
 
Pemberian Pertimbangan Obyektif 
 
Berdasarkan hasil wawancara menunjuk-
kan bahwa BAPERJAKAT telah melakukan tu-
gas dengan proses yang baik karena telah 
melalui sejumlah proses administratif yang 
diartikan sudah bagus hanya yang menjadi 
persoalan adalah hasil akhir bukan murni dari 
BAPERJAKAT tetapi telah melalui proses pro-
mosi/lelang jabatan. Selanjutnya peran BA-
PERJAKAT hampir tidak ada karena Eselon II 
semua melalui proses lelang jabatan yang 
melibatkan Tim Pewawancara kecuali Eselon 
III dan IV BAPERJAKAT masih berperan. Kon-
disi ini yang kemudian memberikan jawaban 
mengenai obyektifitas pertimbangan BAPER-
JAKAT karena berdasarkan data yang di-
peroleh untuk Eselon III dan IV tidak 
ditemukan hal-hal yang melenceng dari per-
syaratan, oleh karena itu dapat ditarik suatu 
kesimpulan bahwa BAPERJAKAT memberikan 
pertimbangan obyektif dalam sisi adminis-
tratif berupa pertimbangan jenjang jabatan 
dan jenjang pendidikan struktural. Adapun 
faktor-faktor yang mempengaruhi peran 
BAPERJAKAT dalam promosi jabatan pada 
pemerintahan Kota Makassar dapat diuraikan 




Berdasarkan hasil penelusuran dokumen 
dan hasil wawancara menunjukkan faktor in-
ternal yang mempengaruhi peran BAPERJA-
KAT terdapat sejumlah aspek diantaranya 
tujuan, struktur, SDM dan sistem. Berdasar-
kan hasil wawancara menunjukkan bahwa 
tujuan BAPERJAKAT dalam memberikan per-
timbangan dinilai mengecil atau mengalami 
pengerdilan dengan adanya promosi jabatan 
terbuka. Hal ini dikarenakan terdapat pihak 
yang terlibat seperti Panitia Seleksi dan Tim 
Pewawancara sehingga peran BAPERJAKAT 
hanya sebatas pertimbangan administratif 
semata.Kondisi ini mengecilkan peran BAPER-
JAKAT itu sendiri bahkan pegawai yang 
mengikuti promosi jabatan kurang memaha-
mi sepenuhnya tentang peran BAPERJAKAT 
dalam pencapaian tujuannya. Sementara itu 
struktur organisasi yang ada merupakan Ba-
dan/Organisasi yang dibentuk untuk mem-
bantu memberikan pertimbangan kepada 
Pembina kepegawaian karena terdapat unsur 
- unsur yang menguatkan organisasi BAPER-
JAKAT dalam proses penyaringan pejabat 
struktural. SDM yang terlibat dalam 
keanggotaan BAPERJAKAT merupakan pimpi-
nan SKPD yang mumpuni dari segi pengala-
man dan kualitas kepemimpinan serta adan-
ya tambahan (sekretariat) BAPERJAKAT yang 
SDM nya berasal dari BKD. Berdasarkan hasil 
wawancara menunjukkan bahwa setiap kom-
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ponen baik BAPERJAKAT, Panitia Seleksi dan 
Tim Pewawancara melakukan koordinasi 





Berdasarkan hasil wawancara menunjuk-
kan sejumlah aspek eksternal yang ber-
pengaruh diantara politik, ekonomi dan so-
sial. Berdasarkan beberapa hasil wawancara 
menunjukkan pandangan yang sama terkait 
dengan posisi Tim Panitia Seleksi maupun Tim 
Pewawancara. Keberadaan Tim ini dapat 
mendegradasi kepentingan politik, sekaligus 
melakukan penyegaran terhadap institusi 
dengan menempatkan pejabat yang layak 
secara objektif untuk menduduki suatu jab-
atan. Hal yang berbeda dengan peran BAPER-
JAKAT sebelumnya yang hanya menempatkan 
Walikota sebagai pejabat yang hanya me-
nyetujui atau tidak hasil usulan BAPERJAKAT. 
Selanjutnya hasil penelusuran wawancara 
juga menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 
aspek ekonomi pada tugas dan fungsi BAPER-
JAKAT dalam promosi jabatan pada lingkup 
pemerintah Kota Makassar. Sementara dari 
aspek sosial dapat diketahui berdasarkan 
hasil wawancara menunjukkan bahwa pro-
mosi terbuka yang dilakukan memberi ruang 
kepada potensi pegawai diluar kota Makassar 
untuk terpilih menjadi pejabat di lingkup 




Penelitian ini menunjukkan bahwa 
pelaksanaan tugas dan fungsi BAPERJAKAT 
berada pada batasan pemberian usulan atau 
bahan pertimbangan kepada Pejabat Pem-
bina Kepegawaian. Usulan berupa masukan 
yang diterima BAPERJAKAT berasal dari Ba-
dan Diklat Makassar yang berkaitan dengan 
jenjang pendidikan struktural calon pejabat 
yang mengikuti seleksi promosi terbuka. Jen-
jang kepangkatan juga menjadi syarat 
perserta promosi jabatan, data-data atau 
dokumen kepangkatan pegawai diakomodir 
oleh BKD yang masuk dalam keanggotaan 
BAPERJAKAT. BAPERJAKAT juga turut mem-
berikan laporan hasil assessment peserta 
promosi jabatan untuk Eselon III dan IV serta 
memberi pertimbangan berupa rekam jejak 
calon pejabat yang mengikuti promosi jaba-
tan tersebut. 
Dari temuan yang ada dalam ketiga indi-
kator yang menguraikan tugas dan fungsi 
BAPERJAKAT dapat diperoleh pemahaman 
bahwa tugas dan fungsi BAPERJAKAT terkait 
invetarisasi jabatan lowong menunjukkan 
bahwa hasil inventarisasi BAPERJAKAT terse-
but tereduksi dengan adanya mekanisme 
promosi/lelang jabatan yang melibatkan 
hampir seluruh SKPD dalam artian tidak ter-
fokus pada hasil inventarisasi jabatan lowong 
yang dilakukan BAPERJAKAT sehingga terjadi 
perbedaan antara jumlah hasil invetarisasi 
jabatan lowong oleh BAPERJAKAT dengan 
jumlah hasil seleksi Promosi jabatan yang te-
lah dilakukan. Selanjutnya tugas dan fungsi 
BAPERJAKAT terkait pemberian pertim-
bangan berdasarkan prinsip profesionalisme 
yakni sebatas memberi masukan kepada Pe-
jabat Pembina Kepegawaian serta menyeleksi 
secara adminstratif meliputi jenjang jabatan, 
tingkatan pendidikan struktural dan rekam 
jejak peserta promosi jabatan terbuka dan 
tugas dan fungsi BAPERJAKAT terkait pem-
berian pertimbangan obyektif menunjukkan 
hasil kurang obyektif dari sisi tingkat pendidi-
kan dengan rekam jejak namun dalam sisi 
administratif berupa pertimbangan jenjang 
jabatan dan jenjang pendidikan struktural 
pada Eselon III dan IV sesuai dengan pertim-
bangan yang obyektif. 
Penelitian ini juga menunjukkan faktor-
faktor yang mempengaruhi peran dan fungsi 
BAPERJAKAT secara internal yakni, dari aspek 
tujuan BAPERJAKAT dalam memberikan per-
timbangan dinilai mengecil atau mengalami 
pengerdilan dengan adanya promosi jabatan 
terbuka. Hal ini dikarenakan terdapat pihak 
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yang terlibat seperti Panitia Seleksi dan Tim 
Pewawancara sehingga peran BAPERJAKAT 
hanya sebatas pertimbangan administratif 
semata. Aspek internal lainnya adalah 
struktur organisasi, sebagai hasil desain anta-
ra fungsi yang akan dijalankan oleh unit or-
ganisasi dengan struktur formal yang ada. 
Struktur keanggotaan BAPERJAKAT diuraikan 
dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 
76 Tahun 2014 Tentang Badan Pertimbangan 
Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT). 
 Sementara itu SDM yang terlibat dalam 
keanggotaan BAPERJAKAT merupakan pimpi-
nan SKPD yang mumpuni dari segi pengala-
man dan kualitas kepemimpinan serta adan-
ya tambahan (sekretariat) BAPERJAKAT yang 
SDM nya berasal dari BKD namun SDM yang 
ada dapat terlibat dalam proses promosi jab-
atan sebagai peserta seleksi. 
Selanjutnya pemaparan penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa sistem menjadi salah 
aspek internal yang berpengaruh dalam 
peran BAPERJAKAT, dimana sistem merupa-
kan bagian-bagian suatu organisasi dalam po-
la kerja yang baku dan menjadi satu kesatuan 
organisasi yang bersangkutan. Jika dikaitkan 
dalam pelaksanaan promosi jabatan, BAPER-
JAKAT merupakan salah satu komponen sis-
tem yang terlibat dalam penyelenggaran 
promosi jabatan terbuka di Kota Makassar 
(diluar Pansel dan Tim Pewawancara). Pent-
ingnya sistem dalam MSDM secara umum 
adalah untuk memastikan bahwa organisasi 
mampu mencapai keberhasilan melalui 
orang. Sistem MSDM dapat menjadi sumber 
kapabilitas organisasi yang memungkinkan 
instansi/organisasi dapat belajar dan mem-
pergunakan kesempatan untuk peluang baru 
(Sedarmayanti, 2007). Sistem yang dibangun 
dalam promosi jabatan yang terdiri dari 
berbagai komponen bertujuan agar pelaksa-
naan promosi jabatan berjalan objektif dan 
menghalangi munculnya spoil system yaitu 
sistem rekruitmen berdasarkan afiliasi terten-
tu atau keanggotaan sebuah partai serta 
nepotism system yaitu sistem rekruitmen 
berdasarkan hubungan keluarga (Kartini, 
2001). 
Dengan demikian dapat dikatakan faktor 
internal yang dimiliki oleh BAPERJAKAT men-
dukung kinerja institusional hal ini ditandai 
dengan penguatan dari segi tujuan, SDM, 
adanya struktur, dan sistem yang yang men-
dukung kinerja dalam proses promosi jaba-
tan. Faktor internal yang paling menonjol 
mempengaruhi peran BAPERKAKAT dalam 
promosi jabatan yakni sistem dimana peran 
BAPERJAKAT tereduksi dengan keterlibatan 
komponen lain yakni Panitia Seleksi dan Tim 
Pewawancara. Hal ini menunjukkan adanya 
tekanan dari luar akan menjadi kontrol ter-
hadap akses para aktor ke berbagai sumber 
daya, institusi atau pranata, yang 
mempengaruhi kinerja dalam kaitannya 
dengan Teori Institusional (Richard, 
2001). Sistem yang melibatkan banyak 
komponen didalamnya akan memberikan 
tekanan terhadap institusi untuk memper-
baiki kinerja agar obyektiftas dalam promosi 
jabatan yang dilakukan dapat membatasi 
spoil system dan nepotism system yang ber-
potensi terjadi dalam promosi jabatan. 
Sementara itu faktor politik yang merupa-
kan faktor eksternal menunjukkan kebe-
radaan Panitia Seleksi dan Tim Pewawancara 
dapat mendegradasi kepentingan politik 
(spoil system dan nepotism system) yang 
secara tidak langsung menunjukkan adanya 
pendekatan institusional yang mengabaikan 
kekuatan dari luar sistem, sekaligus mela-
kukan penyegaran terhadap institusi dengan 
menempatkan pejabat yang layak secara ob-
jektif untuk menduduki suatu jabatan. Hal 
yang berbeda dengan peran BAPERJAKAT 
sebelumnya yang hanya menempatkan Wali-
kota sebagai pihak menyetujui atau tidak 
hasil usulan BAPERJAKAT. Selanjutnya dari 
aspek ekonomi sulit untuk diakui oleh in-
forman sebagai sebuah faktor yang 
mempengaruhi namun dalam konsep pro-
mosi jabatan memiliki tujuan yang pada in-
tinya memberikan wewenang dan secara 
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umum ada kenaikan pendapatan yang dimiliki 
oleh seorang pejabat. Hasibuan mengatakan 
bahwa promosi diantaranya bertujuan untuk: 
memberikan pengakuan jabatan, dan imbalan 
jasa yang semakin besar kepada pegawai 
yang berprestasi tinggi (Hasibuan, 2009). 
Selanjutnya aspek sosial dalam promosi 
terbuka yang dilakukan memberi ruang kepa-
da potensi pegawai diluar Kota Makassar un-
tuk terpilih menjadi pejabat di lingkup 
pemerintah Kota Makassar. Sebagaimana da-
lam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara antara lain 
mengemukakan bahwa pengisian jabatan di-
lakukan secara terbuka dan kompetitif di ka-
langan PNS dengan memperhatikan syarat 
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pen-
didikan dan latihan, rekam jejak jabatan. Hal 
ini berarti PNS yang memenuhi syarat dan 
berada diluar lingkup pemerintah Kota Ma-
kassar dapat ambil bagian dalam promosi 
jabatan terbuka, promosi merupakan peru-
bahan pekerjaan atau status/jabatan karya-
wan/pegawai dari tingkat yang lebih rendah 
ke tingkat yang lebih tinggi. Perubahan terse-
but biasanya diikuti dengan perubahan 
tanggung jawab, wewenang, kompensasi, 
status sosial, dan fasilitas yang didapat pega-
wai tersebut. Promosi merupakan idaman 
pegawai, karena melalui promosi ini akan 
membawa pengaruh/motivasi dan pening-
katan kemampuan yang bersangkutan untuk 
menduduki jabatan yang lebih tinggi (Ka-
darisman, 2012). Dari pengertian konsep 
promosi tersebut jelas menunjukkan aspek 
sosial mendorong pegawai untuk ikut ber-
partisipasi dalam promosi jabatan terbuka 
terlepas dari mana PNS tersebut berasal asal-
kan memenuhi persyaratan yang ditentukan 
seperti kepangkatan, pendidikan dan latihan, 
serta rekam jejak jabatan. Secara kese-
luruhan faktor eksternal baik dari aspek poli-
tik dan sosial mempengaruhi peran BAPERJA-
KAT dalam promosi jabatan terbuka di Kota 
Makassar, hanya saja dari aspek ekonomi su-
lit untuk diterjemahkan secara gamblang da-
lam penelitian ini. Namun jika dilihat dari 
konsep promosi jabatan yang pada intinya 
memberikan wewenang yang lebih tinggi dan 
secara umum ada kenaikan pendapatan, hal 
ini dapat mempengaruhi motivasi pegawai 




Tugas dan fungsi BAPERJAKAT yaitu 
melakukan inventarisasi lowongan jabatan 
serta memberikan pertimbangan dalam pro-
mosi jabatan, namun yang dilakukan sebatas 
memberi masukan kepada Pejabat Pembina 
Kepegawaian berupa seleksi adminstratif 
yang sejalan dengan tugas dan fungsi BAPER-
JAKAT dalam memberikan pertimbangan 
obyektif dari sisi administratif berupa pertim-
bangan jenjang jabatan dan jenjang pendidi-
kan struktural. Kemudian faktor-faktor yang 
mempengaruhi peran BAPERJAKAT dalam 
promosi jabatan menunjukkan adanya 
pengerdilan peran BAPERJAKAT dalam pelak-
sanaan tujuan organisasi, adanya struktur 
dan SDM yang mendukung dalam keang-
gotaan BAPERJAKAT, serta keberadaan ber-
bagai komponen dalam sistem yang mem-
berikan dorongan yang kuat dalam membat-
asi dan mendegradasi kepentingan politik 
serta aspek sosial menciptakan ruang kepada 
BAPERJAKAT untuk memperhatikan potensi 
pegawai di luar wilayah Kota Makassar untuk 
dapat bersaing dan terpilih. Selanjutnya Pera-
turan Pemerintah diperlukan untuk menjem-
batani kesenjangan antara UUD ASN No. 5 
Tahun 2015 dengan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur No. 13 Tahun 2014. 
Hal ini diharapkan agar promosi jabatan yang 
dilakukan nantinya dapat terintegrasi dengan 
baik tanpa menimbulkan bias dari penafsiran 
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